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Inovasi Tata Kelola Ela]ranan Administrasi Kependudukan melalui
Identitas Kependudukan Digital (IKD)

*Pandu Pamangkas", Zetia Wijayanti®, Ina Masraroh"

s

Transformasi digital dalam lavanan administrasi kependudokan melalui ldentitas Kependudukan Digital (1KLY}
adalah bagian penting dari reformasi birekrazi vang bertujuan mendukung modernizasi pelavanan publik di
tanah air. Latar belabang pendlitian ini berasal dari masih adanya seuimlah masalah dalam layanan admins trasi
ke]:rend.uduka.n SECATR I:n!.d.i.tiunil,. :l-L-F-L-:rl'i wakbu Fe]a.'_l.' anan vang la'ngk:h:'snhhlngpn ]:lu.d.a. dokumen Fizik
akses rr\u::,.".l.mk.':l: yang terbatas, serta ketidakmerataan dalam kwalikas ayanan Fd.hEE_ T'l;l.inal'l d.a.ti'ptrﬂiﬁﬁn
ini adalah wntuk memabami pelaksanaan KD, menilai efektivitasnya terhadap layaman  administrasi
ﬁmdudukm sorta memgidentifikasi tantamgan vang muncial dard sudut pandang administrasi pembangunan.

m yang digurskan dalam peselitian ind adalah kualtbabf deskrpbf dengan metode tinjauan poskaka,
Data vang diperaleh berasal dari umal ilmiah dan dokamen relevan lainnya, lalo disnalisis menggunakan
teknik amaliss komten, Ternuan penalitan menunjukkan babwa IKD berperan dalam memsdukung pemingkatan
efektivitas layvanan publik ui prosedur yang kebih cepat, praktis; efisien, dan berbasis digital. IKD juga
mendukung implementasi Setem Pemerintahan Berbasis (5FBE) serta memperkuat fata kelola
pemerintahan yvang berbasis d:EﬂﬁJamun, pelaksanaannya masih menghadapi fantangan seperti rendahnya
tinghkat literasi digital masyarakat, mfrastruktur internet yang kurang memadai, kesiapan sumber daya mamasia
di kalangan aparalur, serta risiko terkait dengan keamanan data pribaddi,

E{l kunci: Identitas Kependudukan Digital: pelayanan publik; administrasi kependudukan; digitalizasi,

Abstract
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Digital KD iz an importont conrpoirinl of bereaicrabic reform amed 71 sepporting Wee modermizebion of pullic serices
it Irdonesia. This study iz motioated by several peraistent challenges i conpentions] poprialion sdnrinielralif) services,
including lengtiny sermice processes, dependence on physical dociements, loeited public acoess, and disparities in e quiaity
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ard crtfier reievand documents and went amalyzed wsng content analysis technigies, The findings indicate that Ikm
iy oot role oo Bnmproving sehivness of phblicserotes Moough fester, more practicsl, efficier!, and digitally
besed procedures. KDY also supports The impleseerifadion of e Electronic-Based Government Sistent (Sislem Pemerinbelan
BerbasigElektrmik/SPBE) wdl streuytieens tfgital-based government govermince, However, (5 togleneentation conffrmes
I'cl_,liil-:.'e lﬂ!ﬂ!ﬁ!ﬂﬂfﬁ Mﬂlﬂrg fere feels df.ﬂgf.hﬂ"ﬂi' LT e p'H.Hl'r.‘, :mﬂt'q'm].h' riernet r'.lgﬁ:ﬂx!rurhmq,
Jimited vead iness GF Telimom resources anaomy goperiavent officials Fisks refated to personal dild secoiy,

Keyreords: Dvigital Population fdewiing: pubilic sermicoes: popuilation admiisteation: digitelization

PEN LUAN digitalizasi tidak hanva dipandang sebagai

ransformasi digital dalam pelayvanan publik
telah menjadi zalah satu fokus ulama dalam
pengelolaan  pembangunan ma berkaitan
langsung dengan kemampuan pemerintah wntuk
memberikan la
transparan, dan mudah dijangkau oleh masvarakat.

Ci  dalam konteks administrasi kependuduekan,

yang cepal, efekiif, efisien,

peralihan dari sistern manual ke sisterm elektronik,
letapi juga sebagal upava modernisasi birokrasi
vang mencakup perubahan dalam pengelolaan,
kapasitas pegawai, kesiapan masyarakat, keamanan
data, serta pumura!agﬂakws lavanan. Salah satu
contoh  perubahan ebut  adalah penerapan
Identitas  Kependudukan Digital (IKD) yvang




dihasilkan dalam kerangka Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektromik (SPEE). [KD sangat penting
umtuk diperhatikan karena adminislrasi
kependuduk
individu dan menjadi dasar bagi masvamkat dalam
mengakses berbagai lavanan publik lainnya,
termasuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,
perpajakan, perbankan, dan layanan administralif

erkaitan langsung dengan identitas

pemerintah.

Jumlah penduduk di Indonesia  teros
meningkat dari tahun ke ahun FPertumbuhan ind
memperlihatkan adanva peningkatan kKebutuhan
pemerintah  untuk  menyediskan  administrasi
kependudukan vang tepat, efektif, dan mudah
diakses oleh masvarakat. Situasi ini menjadi salah
salu  alasan bagi pemerintah

lakukan  fransformasi  digital di  sekior
administrasi kependudukan, salah satunya melalui
implementasi  ldentitas  Kependudukan Digital
(IKD). Perkembangan jumlah penduduk Ind ia
selama periode 2020 hingga Semester 1 2026 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel . Jumlah Penduduk Indonesia (Berdasarkan
Kepemilikan NIK) Taln 20202026

ubama itk

Tahun Jumlah Penduduk (jiwa)  Bulan cul off
0 271340 810 Diesambar

N1 T2IEMITI  Desember

i1 273344 166 [psember

iz 2BLFZS 428 De=ember

24 282 477 Ra4 Diesermber

J2E 2E8 35080 Diesember

i 290,125,073 Semester | 203

Sumber: Dhtjen Dukeapil, 2026

satu langkah wang diambil oleh
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fessebul
adalah  implementasi Idenbites Kependudukan
Digital (IKD). Melalui misiatif IKD, informasi dan
dokumen  kependudukan dapat diakses secara

daring, dengan harapan mengLrang
ketergantungan pada  dokumen  fisik  dan
meningkatkan efektivitas  administrasi  lavanan
kependudukan. Mengingat jumlah penduduk vang
hampir mencapai 280 juta oran erapan IKD
menjadi  semakin penbing am  kenteks
transformasi  digital untuk lavanan publik di
Indonesia. Meskipun demikian, efeklivitas dari
penerapan ini tetap dipengaruhi oleh kesiapan
infrastruktur, digital

literasi masyarakat,

kemampuan  aparatur, keamanan dala, dan
penerimaan masyarakat terhadap layanan digital,
Penelitian  mengenai ransisi digital dalam
lisasi
merupakan  respons  pemerintah atas fontotan
masyarakal vang semakin mgin  mendapatkan
lavanan vang cepal, murah, sederhana, dan
transparan. Pemerinlah Indonesia telah proaktif
Mm@Ean
memperkuat SPBE, di antaranya melalui Perpres
Mo, 132 Tahum 2022 tentang Arsiteiklur SElem
Pemerintahan Berbasis Elektromik Basional dan
Perpres MNo. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
Transtormasi Digital dan Integras: Layanan Digital
Masional {Fauzi, 2024). Namun, penclitian tersebot
juga menunjukkan bahwa digilalizsasi ndak selalu

lavaman publik menunjukkan bahwa dig

dalam memiasilitasi digitalisasi layanamn

menjamin peningkatan kKualitas lavanan  publik,
karema masih ada isu sepert maladmimistrasi,
ketidakmerataan teknologi,
keterbalasan dalam akses terhadap teknologi, serta
dalam

memanfaatkan  teknologi i masi. Temuan  ind

sangat penting  karena menegaskan  bahwa
keberhasilan digitalisasi dalam lavanan publik fidak

hanva bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi
juga pada kestapan regulasi, keterampilan aparatur,
konektivitas, sumber daya vang ada, serta mteraksi
layanan dengan masyarakal

dalam akses

perbedaan mdividu

kemampuan

Studi  menunjukkan bahwa teknalogi digital

memiliki  peran  krusial  dalam  mendorong
perubahan birokrasi melalui s-geverimend (Erinaldi,
2024). Proses digitalisasi membuka jalan bagi
pemerintahan untuk  meningkatkan  efektivitas,
keterbukaan, dan  ketersediaan layanan  wuntuk
masyarakat, pulaksanaannya

mengzalami ban }lak mnn tamgan, sepert perlindungan

Mamun, miasih
data, kurangnva infrastruktur teknologi, penolakan
terhadap inovasi, serta isu kevangan. Pada level
pelavaman adminisirasi kependudu kan,
implementasi layanan digital SI-DOT di Disdukcapil
Kota Palangka Raya danm menemukan bahwa
PEneTapan mendukung
efekbvites  dan  efisienst lavanan  administrasi
kependudukan (Pratama, 2025). Lavanan digital

tersebut dirancang untuk memfasilitasi masyarakat

eegroernmend mampu

dalam proses pendaftaran, pengecekan  status
dokumen, hingga pengunduhan dokumen vang




tela eral diproses. Mamun, peneliian tersebul
juga menunjukkan bahwa implementasi pelavanan
administrasi kependudukan digital masih belum
optimal karena menghadapi kendala infrastruktur
prndukung, kapasitas sumber daya aparatur, dan
literasi digital masyarakat, a7

Berdasarkan berbagai penelifian terdahulu,
dapal dilihat bahwa sebagian besar kajian masih
berfokus pada digitalisasi pelavanan publik secara
umum, reformasi birokrasi digital, implemontasi e
govemment, atan studi kasus pelayanan digital pada
seklor bertenipeseperti kesehatan dan pelayanan
dacrah {Ulva et al., 2024), Transformasi pelayanan
publik berbasis digital pada sektor kesehatan dan
rnummnﬁan bahwa penetapan teknologi informasi
dapal meningkatkan efisiensi dan  transparansi
layanan, tetapi masih hadapi kesenjangan
digital dan keterbatosan sumber daya manusia
Transformasi administrasi publik ra digital
menghadapi  lantangan  berupa rastrukiur,
kompetensi 5DM, regulasi; dan keamanan siber
[Mashudin, 2025). Keduanya tersebut memperkuat
pemahaman bahws tantangan digitalisasi bersifat
lintas sektor, tetapi belum secara khusus membahas
[KEDY  sebagai  bentuk
kependudukan vang menvangkot identitas warga

pelavanan  administrasi
negara,

Kesenjangan penelitian lerletak pada masih
terbatasmya kajian yang secara spesifik menganalisis
implementasi  ldentitas Kependudukan Digital
(T dalam perspektil administrasi pembangunan,
Penelitian  sebefurnnya telah banyak membahas
publik,
riformasi birokrasi digital, dan irovasi pelayanan
berbasis  aplikasi, tetapi belum banyak  vang
mengaitkan KD dengan efektivitas pelavanan

digitalizaai  pelavanan e-gonernmerd,

administrasi  kependudukan, kesiapan  birokrasi
digital, literasi masyamkat, infrastruktur teknologi,
kearnanan data pribadi, dam prirsip good geoernance
secara terpadu. Gap ini penting karena [KD bukan
hanya mnovasi teknis, letapi juga instrumen
administrasi  pembangunan  yang  berhubungan
dengan pemerataan akses pelayanan, perlindungan
hak sipil, integrasi data kependudukan, dan kualitas
hubungan antara negam dengan warga negara,
Kebaruan artikel ini terletak pada penerapan
sudut pandang administrasi pembangunan untuk

meengeval uasi pelaksanaan KD melalu
penggabungan konsep digitalisasi lavanan publik,
reformasi birokrasi, pemerintahan elekironik, dan
tata kelola yang baik. Artikel
memberikan sumbangan korseptual  dengan
menempatkan  IKD sebagai alat wnluk
memodlernsasi  administrasi negars vang Bdak

sekadar berorientasi pada percepatan layvanan,

ini  berlujuan

lelapi  juga memperkual  kemampuan  mslibsi
pemerintah, memperbaiki kualitas manajemen, dan
memperiuas akses masvarakat terhadap pelayanan
administrasi kependudukan. Dengan pendefatan
ini, artikel ini diharapkan bizsa memperkaya studi
administrasi publik, terutama dalam hal perubahan
lavaman  administrasi  kependudukan  berbacis
digital di Indomesia.
Dengan dasar penjelasan tersebut, penelitian
i el ikl tujusn untuk menganalisis pelaksanaan
entitas Kependudukan Digital (IKD} dalam
perubahan lavanan administrasi kependudukan di
Indonesia, mengevaluasi efektivitas [KD terbadap
peningkatan lavanan  publik, serta
mengidentifikasi rintangan dalam penerapan KD
dari sudut pandang administrasi pembangunan.

mufu

Tujuan tersebut ditujukan wntuk memberikan

wawasan  yang  lebth menyeluruh tentang
bagaimana [KLx berkontribusi dalam
me o ernisas layanan  publik,  sekaligus

menjelagan eemen-elemen yang perlo diperkuat
agar asi  digital dalam layanan
administrasi kependudukan dapal berlangsung

secara efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

QN_TAUA.H PUSTAKA
layvanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu peran
penfing pemerintah dalam memenohi hak dan
kebuluhan masyarakat sebagai bagian dari negara,
FPemerintah berfungsi tidak hanva sebagai penentu
kebijakan, tetapi  juga  scbagai  pihak  vang
menyediakan lavanan vang berhubungan langsung
depgan warga, Dalam perspekiifl ad ministrasi
publik modemn, orientasi pelayanan tdak lagi
semata-mata menekankan kepentingan organisasi
pemierintah, tetapi juga menempatkan masyarakot
sebagai pihak vang harus mempercleh pelayvanan
yvang mudah, cepal, adil
berkualitas. Pelayanan publik merupakan salah satu

transparan, dan




aklivitas wlama administrator publik, kKhususnya
mengartikulasikan dan memenuhi
kepentingan masyarakat (Hardiyansyah, 2i118).
Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta

dalam

menimgkatoya tuntutan masyarakat menyebabkan
kualitas pefayvanan pubdik harus terus disesuaikan
demgan kebububan masvarakat,

Pelayanan publik pada dasarnva memilik
posisi strategis dalam hubungan antara pemerintah
dan masyarakat, Kualitas pefayanan vang diberikan
pemerintah  dapat menjadi =alah sabo ukuran
keberhasilan penyeleng pemerintahan.
Pelayanan yvang berkualitas hanya ditentukan
aleh tersedianva prosedur pelayanan, tetapi juga
dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, kejelasan
informasi, sarama dan prasarana, kemodahan akses,
ketepatan wakty, serfa kemampuan organisasi
kebutuhan

pemerintah dlalam

masyarakat.

MRS DOMmS

Dalam perkembangannya, konsep pelavanan
publik mengalami  perubahan  sqalan  dengan
perabahan  paradigma publik.
Masvarakat saat ini semakin menuntut pelavanan
yvang berorientasi pada kebutuhan pengguna
Hal menjadikan  kualitas
pelavanan schagai aspek ponting dalam oemlad

admimistrast

layanan. tersebut
kinena organisasi publik. Kajian mengenai kualitas
pelavanan  publik  terus  berkembang karena
kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu
pengetmhuan  serta teknologl  juga

ubahan. Oleh sebab i,  penvelenggara
ga}ra.nan publik dituntut mampu beradaptasi
dengan perubahan tersebut agar pelavanan vang

mengalami

diberikan  tetap  refevan dengan kebutuhan
miasyarakat,
Dhigitalisasi Pelayvanan Publik

rkembangan  teknologi  informasi  telah

mendorong  perubahan dalam  penyelenggaraan
pelavanan publik. Pelavanan vang scbelumnya
dilakukan secara talap muka dan berbasis dokumen
hisik mulai diarahkan menuju pelaya basis
elektronik dan digital. Perubahan tersebut juan
meningkatkan efisiensi, efeklivitas, aksesibililas,
transparansi, dan kemudahan pelayanan bag
masyarakat.

Transformasi digital dalam layanan publik

sangat krusial untuk kemajuan pelayanan di zaman

@vniuai Industri 40 Pengpunaan  leknelogi
menciptakan cara yang lebih efisien dan efektif
dalam memberikan lavanan serta mempermudah
masyarakal untuk mengaksesnva (Yunaningsih et
al, 2021). Penelitian tentang implementasi o
government untuk inovasi pelavanan publik di
Yopvakarts menumukkan bahwa aplikas: digital
dari pemerintah berpotensi sebagai inovasi dalam
penvampaian lavanan publik (Wahyvudi et al., 2022).
M samping meningkatkan  kualitas  lavanan,
digitalisasi juga menghadirkan tantangan baro.
Pernelilian ntang  digitalisasi layanan publik
mwlalui entitas  Kependudukan  Digital  di
Bojimegore  mengungkapkan adanva
kesiapan masyarakat dalam anfaatkan lavanan
digital (Marvanah el al., 2024). Hal ini menunjukkan
bahwa keberhasilan digitalisasi dalam pelavanan
pubiik tidak hanya dipengaruhi oleh
leknologi, etapi juga oleh kemampuan masvarakal
dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi

secbut. Digitalisasi layanan publik dirancang

masalah

iaan

untuk menciptakan layanan yang lebih cepat,
mudah, terjangkau, transparan, terintegrasi, dan
berkualitas. Hal ini mencerminkan peralihan dari
model pelayanan tradisional ke cara vang lebih
terintegrasi dan berbasis teknologi,

Administrasi Kependudukan
Adminstrast  kependudo ko
peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan

memainkan

karena  terkait dengan  pengelofaan data dan
dokumen  kependudukan masyarakat.  Informasi
kependudukan memiliki peranan strategis sebagai
acuan bagi pemerintah dalam memberikan layanan
publik, memncang  kebijakan, serta menjamin
ahwa seliap warga megara mendapatkan hak
administratifnya,

Perlembangan teknologi informasi kemuodian
mendorong  perubahan dalam penyelenggaraan
administrasi  kependudukan  dar sistern vang
sebelumnyva berbasis dokumen fisik menuju sistem
yang semakin lerintegrasi dan digital. Transformasi
tersebut  menjadi penting
kebutuhan  masyarakat lerhadap  pefayanan
admunistras: vang cepat, mudah, akurat, dan dapat
diakses secara fleksibel terus meningkat. Dalam
konteks ini, digitalizasi administrast kependodukan
tidak hanya dimaknai scbagai perubohan media

semakin karena




dokumen dan fisik menjadi elekironik, telapi juga
sebagai  perubshan prises pelavanman dan
pengelolaageidentitas penduduk. Salah satu jenis
perubahan tersebul adalah implementasi Idengdsas
Kependudukan Digital (IKD) yang djalankan aleh
Kementerian Dalam Negeri mefalui Direkborat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 1KD
berfungsi sebagai wpava dari pemerintah uniuk
menggabungkan identitas warga dengan kemajuan

formasi
gian dari
ﬁlralegi transformasi digital nasional yang berkailan

teknologi digital serta mendukung
dalam pelavanan publik. TKD» sebagai

dengan integrasi  pelayanan publik dan Sistem
MPemermtahan Berbasis Elekironik  (SPBE)
{Lainudin, 2025).

@Erﬂ:uaﬁ- Kependudukan Digital
ldentitas Kependudukan Digital atau 1KD

adalah sebuah  terobosan vang  dibwat  oleh
pemerintah omtuk mengelola admindstrasi
kependudukan.  Inovasi  ini memungkinkan

identitas serla dokumen kependudukan masvarakat
dapat disajikan  dalam Format digital dengan
gt’rnanlﬂe:ikan perangkat  elektronik. KD
ikembangkan oleh Kementerian Dalam MNegeri
stbagai bagilan dar transformasi  digital
administrasi kependudukan. IMrogram  ind
memungkinkan masyarakat mengakses informasi
aplikasi
dokumen

dan dokumen kependudukan  melalu
digital PengELNAAT

kependudukan tidak sepenubnya bergantung pada
bentuk  fisik. KD scbhagai  inovasi  pelavanan
administrasi kependudakan vang ditujukan untuk
menmgkatkan  kualitas  lvanan  kependudukan
(Yulanda & 2023). Kehadiran KD
menunjukkan adanva inovasi pemerintah dalam
mieresprons perkembangan beknologi dan funhstan
masyarakat terhadap pelayanan vang lebih mudah

sehingga

Frimalds,

dan praktis. Sementara ibu, IKD merupakan bagian
dar kebijakan Dhgital I Indonesia yang diarahkan
Lk mendukung lransformasi digiln!, penguatan
data kependudukan, danintegrasi pelavanan publik
(Lainudin, 2025).

Penerapan [KDY di Indonesia memidki dasar
repulasi vang salah satunya adalah Peraturan
Menteri Dalam MNegeri MNomor 72 Tahun 2022
tentang standar dan spesifikasi perangkat keras,
perangkat lunak, dan blangko KPPl serta

penvelengzaraan Identitas Kependudukan Digital
Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar penting
dalam pengembangan IKD sebagai bagian dari
sisterm administrasi kependudukan berbasis digital.
Dengan adanva  regulasi ind, pelaksanaan  1KD
bukan sekadar inovasi di bidang teknologi, namun
juga merupakan elemen dar kebijakan pemerintah
dalam pengelolaan administrasi  kependudukan
Dalam studi tentang penerapan IKD di Kabupaten
Bandung, dijelaskan babwa kebijakan KD adalab
suatu langkah maju dan  pemerintah  dalam
administrasi  kependudukan  vang :I:ihara]:nk.nn
masalah
administrasi sekaligus mendubkung pemenuhan hak

warga atas lavaman publik (Sasongko, 2023),

mampu  menyelesaikan  berbagai

IKD sebagai Inovasi Pelayanan Publik

Imovasi dalam layanan publik adalah usaha
dart pemerintah untuk menciptakan transformasi
dalam  pelaksanaan  pelavanan supava lebih
berhasil, efisien, mudah diakses, dan sesuai demgan
kebutuham warga. Dalam hal imi, KD dapal
digolongkan sebagai inovasi dalam fayanan publik
karena memperkenalkan  cara baru dalam
penggunaan  identifikasi kependudukan. IKD
stbagai  pengembangan  program  pelayanan
administrasi penduduk vang diciptakan untuk
meningkatkan  mute lavanan  kependudukan,
(Yolanda & Frmaldi, 2023). Inovasi

menunjukkan adanva perubahan  dalam

tersebut
cara
I'I'I-:'IE_"r'Hl'q'qu'a mengakses dokumen  kependudukan,
[KL} jugn sebagai inovasi pelayanan publik vang

membutuhkan proses difusi dan adopsi oleh
masyarakat [Atmojo e o 2021).  Astinva,
keberhasilan inovasi 1KD hanya bergantung

pada pemerintah sebagai pencipta movasi, letapi
juga pada kemampuan masyarakat untuk menerima
dan mengpunakan inovasi tersebut.

ﬂ"[‘DDE PEMELITIAMN

Penelitian i memakal  cara  pandang
kualitatif deskriptif dengan metode telaah literatur.
Telaah literatur  dilakukan dengan mengenali,
mengumpulkan,  memilah, mengukur,  dan
menvagisan beragam sumber ilmiah vang terkait
topik Identitas Kependudokan  Digital  dalam
pergeseran pelayanan administrasi kependudukan
serfa pelavanan publik. Pendekatan im berapaya




meenypercleh gambaran uluh mengenal
perkembangan  gagasan,  penerapan,  faedah,
keefektifan, dan berbagai persoalan vang timbul
dalar nggunaan IKD di Indonesia.

umber data yvang dipakai dalam studi ini
adalah data sekunder yvang diperoleh dari artikel
jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dekumen
kebfjakan, wundang-undang. dan publikasi resmi
pemerintah vang sesuai dengan pokok bahaszan
vang dikaji.

Pencarian sumber literatur sebanvak kurang
lebih 18 artikel rentang tahun 2005 hingga 2026.
Artikel yang duoplikat atan tidak sesuai fokus
penefitian dikeluarkan. Artikel terpilib kemudian
dianalisis menggunakan anafisis isi (content analpsis)
melalui proses pengelompobkan lema, perbandimgan
temuan, dan sintesis hasil. Analisis difokuskan pada

1blik,
leratur
Caarwed a,

universitas

implementasi [KD, efektivitas pelayvanan
serta lanlangan penerapannya. percarian
dilakukan melalui Google Scholar,
ScienceDirect, situs  jurnal
gpunakan kata kunci vang berkaitan dengan
‘Tdentitas Kependudukan  Digital,  digitalisasi
pelavanan publik, administrasi kependudukan, dan
e-garermment’.  Literatur berdasarkan
relevanst  topik,  remtang tahon publikasi,
ketersedinan teks lenghkap, serta kualitas sumber.

dan

diseleksi

HA AN PEMBAHAS AN

ransformasi pelavanan administrasi
kependudukan melalui Identitas Rependudukan
Digital (KD} menonjukkan adanya pergeseran
model pelayanan publik dari sistern konvensional
berbasis dokumen fisik menojo sistem  digital
berbasis data, Dalam sudut pandang adminiskras:
pembangunan, transformasi inil tidak sekadar
dilihat sebagai penerapan teknologi dalam lavanan,
tetapi juga sebagai langkah pemerintab untuk
mempegguat kemampuan administrasi negara agar
dapat memberikan layvanan yang lebih cepat,
terhadap
administras:

sederhana,  efisien,  dan
kebutuhan
kependudukan memegang peranan penting karena
berhubungan langsung dengan gldentitas warga
negara =serta menjadi landasan @gl masyarakat
untuk mengakses berbagpi lavanan publik lainnya.
Implement:
pengembangan

responsif

rakvat. Layaman

IKD  sejalan  dengan  arah
temy  Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE). Pelayanam publik saal ind
dituntut
tramsparan,

cepat,  murah, mudah, dan
sehingza  pemerintah mendorong

sermmakin

digitalisasi melalui kebijakan SPBE dan percepatan
transformas digital nasionalgglanzi, 2024). Marmun,
penelitian  tersebut  juga menunjukkan bahwa
keberhasilan digifalisasi pelavanan peblik Bdak
cukup hanya dilentukan oleh keberadaan aplikasi,
melainkan juga dipengaruhi oleh pengembangan
aplikasi, kompetmsi aparatur,  konektivibas,
regulasi, cilizen inferface, dan permodalan. Dengan
demikian, IKI} perlu dilihat sebagai bagian dari
ckogistern  pelayanan  digital, bukan  sckadar
pengganti KTI fisik.

Temuan dari literatur menunjukkan bahwa
pelavanan  administrasi kependodukan  berbasis
digital berpotensi memperpendek proses birokrasi
dan  meningkatkan akses masyarakat terhadap
lavaman.,  Swudi implementasi 51-DOY pada
pelavanan administrasi kependudukan di Kota
Palangka Raya, menunjukkan bahwa layanan
digital dapat memfasilitasi masyarakat mulai dari
pendattaran, pengecekan status dokumen, hingga
pengunduhan dokumen vang telah selesai diproses
{Pratama, 2025} Model pelavaman seperti ini relevan
IKE}  karena
penggunamn teknologi untok mendekatkan layvanan
administrasi kependudukan kepada masyarakal.

Berdasarkan Iteratur  mengenai
implementasi  c-groernment,  implementasi KD
dapat dianalisis mwelalui liga unsur penting, vaitu
dukungan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan nila

dengan sama-sama  menckankan

sintiesis

manfaat bagi masvarakat. Dukungan kebijakan
terlihat  dari
memperkuat SPEE. Kapasitas pelaksana berkaitan
dengan kesiapan aparatur, infrasirukloe Lek.nnlng}i,
lermbaga
mengelola sistem digital.
Sementara ghu, nilal manfaat ferlibat  dari
sejauh mana [KD mampu memberikan kemd aban,
kecepatan, dan ke pelayanan  hagi
masyarakat. Penerapan model Georpe C. Edwards

adanyva  arah  pemenntah dalam

serta kemampuan pelavanan  dalam

[ {1980y dikembangkan secara langsung pada

implemenlasi KD [Sasongko, 2023). Tabel 2
menvajikan hasil  analisis  implementasi KD
berdasarkan dimensi pelayanan.
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Tabel 2 Implementasi TKD dalam Pelayanan Administrasi Kependodukan

Hmensi Analisis Bentuk Implementasi dalam K3 Implikasi techadap Pelayanan Publik
i K> diempatkan  sebaga bagian  dart Memperkuat arah maderniss
Bl pan bebyakin transformazi pelayvanan berbasis SPRE administrasi kependudukan
i Aparatur dituntut mampy mengelola layanan  Meningkatkan kebutuhan pelatihan dan
Kapasiig apataiur don dato kependudukan secara digital adaps birokrasi
: Melayanan membutubkan jaringan internet, Menentukan kelancaran akses layanan
Infrastruktur digial . : e
perargkat, dan sistem '.'E stabil digital
i o Masyarakat  dapal  mengakses ldentifas Bttt pekapanan el
Milal manfaat publik L e g U A ketergantungan pada
¥ R dokumen fisik
Taka kisbola daia Crata kepon.df:dukan menjacli basis  ulama ['-'Ienunllul keamanan, akuwrasi, dan
pelavanan digital integrasi data
Sumber; Diolab peneliti, 2026,
Berdasarkan 18 artikel yang dianalisis penulis  ini  memperlihatkan  bahwa KD berpotensi

sebelumnya, sebanyvak 14 artikel menunjukkan
bahwa
kefektifitasan digitalisasi pelavanan. Implementas:
[ED memiliki manfaat utama dalam memperkoat
mod ernesasi pelavanan adminiskrasi
kependudukan. Namun, manfaat tersebut hamya
dapat tercapai apabila sistem digital didukung oleh

digitalisasi meningkatkan aksesibilitas

kesiapan kelembagaan, aparatur, dan infrastruktur.
Hal ini menjelaskan bahwa fransformasi digital
scktor publik membutuhkan empat pilar utama,
yaitu data, teknologi informasi, keterampilan digital
masyarakat dan aparatur, serta proses pelavanan
yvang adaphf (Ciancarini et al, 2023). Artinya, IKD
tidak dapat berjalan optimal apabila hanya berfokus
pada aplikasi, tetapi harus disertai perbaikan proses
birakrasi, kualitas data, dan kemampuan penggzuna
lavanan.

Efcktivitas IKD terhadap Kualitas Pelavanan
Publik

Efektivitas KD  dapat  dili dari
kemampuannya  dalam  mendubung E‘a}rﬂrﬂn
administrasi kependudukan yang lebih  cepat,
efisien, fransparan, dan muodalh diakses, Dalam
pelavanan konvensional, masyarakat senng kali
harus hadir langsmng ke kantor pelayanan,
membawa dokumen fisik, mengikuti antrean, dan
menungey  proses  administrasi. Melalui  TKD,
sebagiam proses pelayanan dapat diarahkan ke
tidak
sepenuhnya bergantung pada dokumen fisik. Hal

sistem  digital  sehingga  masvarakat

meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalai
penyvederhanaan proses ad mindstrasi.

Dhgitalisasi dalam  sektor birokrasi dapat
mempercepat  layanan  sebanvak  40%  jika
dibandingkan  dengan sistern birokrasi vang
konvensional, serta meningkatkan transparansi dan
tanggung jawab dalam pelayanan publik (Acxiz,
2025}, Temuan tersebut memperkuat argumentasi
bahwa digitalisasi administrasi Rependudukan
melalui [KD dapat memberikan manfast dalam
mempercepat pelayanan dan mengurangl proses
birokrazi vang berbelit, Marmun, efckbivitas ind tidak
bersifat  otomatis,  Opbmalisasi  digikal  dalam
birokrasi lidak selals sgjalan dengan peningkatan
mutu layanan publik jika tidak didukung oleh
sumber daya manusia, perencanaan kanvawan, dan
keterlibatan masyarakat (Fauzi, 2024).

Efeklivitas [KD juga berkaitan dengan prinsip
good  greernancy. Digitalisasi  pelayanan  dapat
menimgkatkan (ransparansi  karena masyarakal
memiliki akses lebih mudah terhadap lavanan dan
informasi administrasi. Digitalisasi juga mendorong
akuntahilitas karena proses pelayanan dapat lebih

udah dilacak dan dikontrol melalui  sistem.
italisasi administrasi publik merupakan bagian
dari reformasi birokrasi vang dapat meningkatkan
kualitas pelavanan dan memperkuat kepreroayaan
%&myamkﬂl terhadap pemerintah (Afdila & Adnan,

i

This i5 oo o a00ess sricie dider %Eii li-censa.




Drengan begitu, keunlungan dari IKD tidak
harya berada pada sisi teknis dalam memberikan

hasi] amalisis elektlivitas [KD berdasarkan indikalor
pelayanan publik yang relevan dengan administrasi

layvanan, letapi juga pada peningkatan keterkailam  pembangunan  menggunakan teorl  Zeithamdl,
antara pemerintah dan warga. Tabel 3 menvyajikan  Parasuraman, dan Berry (1990).
Tabel 3. Efekiivitas TKD terhadap Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Pelayanan Hasil Analisis Blanfaat bags Masvaralat

Kocepatan layanan istem digital

Promes pelavanan dapat dilakukan melalu

!'.-{mE,u r:'|n|5.i wakbu bungzi dan kebutuhan
hadir lang=ung

Efisiensi adminisirasi

Penggumaan dokumen fislk dapat dikurangi

Menghemat wakty, bava, dan tenaga

masyvarakak
Absesikilibas Identitas  kependudukan dapat  diakses  Mempermuodah akses layanan bagi
pLCreRs mielalui pumngka.t Lli.Ei tal masyarakat vamg siap decara |Ji.5.i|::.||.
Transparansi Proses pelavanan lebib mudab dipantay Mengurangi ketidakpa stian dalam
] mielalul sistem pelayanan
Integeasi pelayanan Data kependudukan dapat mendukorg, Memperkuat keterpaduan pelayanan
lavanam publik lain pemerintah

Sumber: Dialah F&mli:h'. HIdG.

Efektivitas [KD terbetak pada kemampuannya
mengubah pelavanan adminsirasi kependodukan
menjadi lebih prakbis dan berbasis data, Dalam
administrasi pembangunan, pelavanan yang efeklil
bukan hanva pelayanan vang cepal, letapi juga
pelayanan yang mampu memperkuat kapasitas
negara dalam menjamin  hak-hak dasar warga
negara, Admimistrasi kependo du kim mengadi pinfu
masuk bagi masyarakat untuk memperoleh lavanan
pendidikan, kesehatan, bantuan sesial, perbankan,
dan layaman publik Eainnya, Oleh karena itu, 1KD
memiliki - dampak karena

.qlrale_gis. dapat

memperkuat basis data pelavanan publik dan

mendukung keterpaduan administrasi
pemerintahan
Lrgensi digitalizasi dalam layanan

administrasi kependudukan juga dapat dilihat dar
pengalaman  pelavanan  publik  saal  pandemi.
Selama penerapan aturan kerja dan rumah bagi
prgawai negert, terdapat 348 aduan terkait ayanan
publik, dengan mayoritas keluhan muncul dari
sektor administrasi kependudukan vang mencapai
1533 laporan (Atmojo et al, 2021). Data ini
menuenjukkan bahwa  lavanan administrasi
kependudukan sangat penting bagi masyarakat dan
rawan terganggu jika hanya bergantung pada
interaksi langsung. Dalam hal ini, [KD bisa menjad:
alat krusial wntuk memastikan  kesinambungan
lavanan publik baik dalam keadaan normal maupun
saat krisis,

Pembahasan mengenai efektivitas [KD juga

harus  mempertimbangkan  aspek  pemeralaan.

Perubahan dalam layanan publik digital membawa
keuntumgan seperti peningkatan akses, efisiensi,
efekbvitas, transparansi, dan akuntabilitas, namun
juga menghadapi hambatan betupa kesenjangan
digital, keamanan informasi, sumber daya manusia,
dan pergeseran budaya (Ulva et al, 2024). Oleh
karena itu, efektivitas IKD tidak hanya dinilai dari
keberhasilan teknis sistem digital, fetaps juga hars
dipertimbanghkan 'au]'l mana seluruh segmen
masyarakat bisa mengakses dan memanfaatkan
lavamam kersebut secara adil,

Tantangan lmplementasi IKI} dalam Administrasi
Pembangunan

IKD
meningkatkan  kuwalitas
kependudukan,
menghadapi
prertama adalah kesenjangan digital masyarakat.
Tidak semua masyarakal memiliki  perangkat
digital, akses internet, atau kemampuan [iterasi
digital Kondisi  ini
menimbulkan ketimpangan baru dalam pelayvanan
publik, waitu antara masyarakal vang mampu

potensi besar dalam
pefavanan

implementasinya

e liki
administrasi
masih

secjumiah  fantngan.  Tantangan

yang memadai, dapat

mengakses layvanan digital dan masvarakal vang
masih  bergantung  pada  pelavanan  manual,
Digitalisasi  layanan  publik  membutuhkan
perencanaan, sosialisasi.  platforn vang mudah
digunakan, keterlibatan masyarakat, dukumngan
pemerintah, serta pelalihan bagi aparalur dan
masyarakat (Marvanah et al., 2024),

Tanktangan  kedua  adalah keterbatasan
infrastrukiur teknologl. Pelavanan berbasis KD




membutuhkan koreklivitas inbemnet vang skabil,
keamanon  sistem,  perangkat  pendukung, dan
integrasi data yang baik. Di daerah yvang masih
mengalami keterbatasan jaringan, pelavanan digital
dapat sulit dimanfaatkan secara optimal. Pelavanan
administrasi kepandudukan digital di daerah masih
menghadapi endala berupa mfrastrakbur
pendukung, kapasifas aparatur, dan literasi digital
masyarakat (Pratama, 2025). Ini mengindikasikan
bahwa pencapaian KD sangat tergantung pada
distribusi  infrastruktur  digital vang mmerata,
khususnya di wilavah yang memiliki kondisi
geografi dan sosial vang berbe da-beda.

lantangan ketiga adalah kesiapan sumber
dava manusia aparatur.  Transformasi  digital
menuntul aparatur pemerintah idak hanya mampu
menjalankan prosedur administratif, tetapi juga
digital, tatn kelola  data,
keamanan informasi, dan kebutuhan masyarakat

memabami  sistom

pengguna layvanan. Keberhagg dalam digitalisasi

antung pada kerja

lavanan masvarakat sangat

sama antara pihal:—p]hal:: vang lerlibal, kesiapan
infrastruktur yang ada, kemampuan sumber daya
muanusia, serta niat dan lembaga untuk melakukan
perubahan dalam prosedur (Sangaji & Irianto, 2025).
Oleh karena itu, [KD perlu mengubah budaya kerja
di birokrasi dari metode pelavanan radisional ke
sistermn pelavanan digital vang lebih fleksibel dan
berfokus pada masyarakal,

Tantangan keempal adalah keamanan data
pribadi. Pelavanan administrasi  kependudukan
berbasis digital berhubungan langsung dengan data
identitas warga negara. Apabila sistem keamanan
tidak kuat, maka rmsiko  kebocoran  data,
penvalahgunaan  identitas, dan
kepercavaon publik dapat terjadi. Keamanan data
merupakan salah salu tantangan utama dalam
digital (Erinaldi, 2024).
Tramsformasi administrasi publik di era digital
menghadapi tantangan infrastruktur, kompetensi

METIETUTAITY 4

transformasi  birokrasi

sumber dava manusia, regulasi, dan keamanan siber

(Mashudin, 2025).

Tabel 4. Tantangan Implementasi KD

Tantangan

Dampak berhad ap Pelayanan

Ilmplikasi Administrasi Pembanigunan

Literast digital rendah KD

Masvarakat kesulitan menggunakan

Pelayaran digital belum inkhusif

Infrastrukiur internet terbatas

Akses lavaman idak merata

Eesenjamzan pelayanan antarwilavah

Kesiapan aparatur belum metata

FPelayanan digital kurang optimal

Reformasi birokrasi begalan lantbal

B s bt

Ee s dala pribad pevalahzunaan data

kebocoran

dan

Menurunmvs kepercavasn pubhk

Koordinasi kelembagaan Inbegrasi layanan belum maksinmal Tata kelola digital Belum terpadu
Sumber: Diolah penelit, 20026,
Tantangan tidak hamva bersifat teknis, Berdasarkan hal tersebul, hasil pembahasan

tetapi juga kelembagaan n sosial. Dalam
administrasi pembangunan, Eeberhasilan inovasi
pelavanan  publik  tidak hanya divkur  dar

tersedianya  teknologi, tetapi dari  kemampuan
pemerintah memastikan bahwa teknologi tersebut
dapat dimanfastkan secara merata, aman, dan
berkelanjutan, Jika digital masyarakal
rendah, maka pelayanan digital berpotensi tidak
inklusif, [ika infrastruktur tidak merata, maka KD
dapat memperkuat ketimpangan akses pelayanan.
lika aparatur belum siap, maka sistern digital bidak
akan menghasilkan perubahan pelayanan vang
lemnah, maka
terhadap  pemerintab

lilerasi

signifikan. Jika keamanan dafa
kepercayaan  masvarakat
dapal menurun.

menunjukkan bahwa IKD memiliki manfaat penting
dalam  mendukung  efektivitas  pelayanan
administrasi kependudukan, tetapt keberhasilanmya
sangat ditemtukan oleh kesiapan ekosistern digital.
[KD»  perlu bagian
reformasi birokrasi dan administrasi pembangunan
yvang menuntul inlegrasi antara leknologi, aparatur,
regulasi,  data, dan  parlisipasi  masyarakal,
Pemerintah  perfu - memperkoat  literasi digital

diternpatkan  sebagai dari

masvarakat, menmgkatkan
memperiuas infrastrukior digital, serta menjamin

kapasitas aparatur,

kearnaman  data  pribadi. Dengan  penguatan
tersebut, KD dapal menjadi instrum lavanamn
publik yang tidak hanva modern, Etpl juga

inklusif, terpercava, dan berorientasi

Loedo b bam mas:,-'arakal.

pada




PENUTLP

Transformasi  digital dalam  pelavanan
administrasi  kependudukan melalsi  Identitas
Kependudukan Digital (IKDY) adalah bagian integral
dari  reformasi  birckrasi  vang  mendorong
modernisasi lavanan publik i Indonesia, Dalam
konteks administrasi pembangunan, [KD dipahama:
bukan hanva sehaga feknolog canggh, tetapi uga
alat untuk  memperkuat
negara,  meningkatkan
efektivitas lavanan publik, dam mendorong tata

pemerintah
adminislrasi

sebagai
kapabilitas

kelofa pemerintahan vang lebib responsit terhadap

perkembangan digital, Penerapan KD
menunjukkan  bahwa  pelavanan  administrasi
kependudukan mufai  beralih  dar  metode

tradisional vang mengandalkan dokumen  fisik
menuju sistemn digital  berbasis damc']ﬁnp;gn

pelavanan dapat dilakukan dengan lebih cepat,
praktis, efisien, dan mudah diakses oleh
masyarakat,

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahawa
implementasi KD berpolensi  meningkatikan
efektivitas pelayanan administrasi kependudukan
terhadap efektivitas pelayanan  administrasi
kependudukan, Pengaruh bersebut terlibat dam
kemampuan [k MEnEUTangi
kelergantungan masvarakal terhadap dokumen

dalam

fisik, mempercepat proses layanan, mempermudah
akses ke identitas kependudukan, serta mendukung
penvatuan layanan publik yang berbasis digital.
Dalam ranah pelay. publik, KD tunet berperan
dalam memperluat prmsip-prinsip tata kelola yang
baik, terutama dalam hal efckbivitas, efiskensi,
Lransparansi, dan akuntabilitas. Ofeh karena ilu,
KD dapat dianggap sebagai salah salu inovasi
dalam administrasi pembangunan yang bertujuan
untuk memenuhi  Kebutwhan masyarakat akan
pelavanan yang lelih modern dan responsil,
Implementas:  [KD
berbagai  rintangan  vang menunjukkan  bahwa
keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata
bergantung pada keberadaan tebnologi. Beberapa

tantangan utama vang teridentifikasi mencakup

asthh menemubkan

rendahnya pemahaman digital di kalangan sebagian
masyarakat, knmngrnva infrastruktur mternet di
beberapa daerah, ketidakmerataan kesiapagesimber
dava manusia aparatur, scria ancaman ferhadap

keamanan data pribadi. Permasalahan lersebul
menunjukkan babvwa transformasi digital pelavanan
publik memerlukan ekosistemn pendukung vang
kuat, meliputi infrastruktur teknologi, kapasilas
aparatur, regulasi perlindungan data, sosialisasi
kepada masyarakat, serta keordinasi kelembagaan
anfara  pemerintah pusat dan daersh. Tanpa
ékungm tersebul, KD berpotensi belum dapat
memberikan manfaat secara merata bagi seluruh
lapisan masyarakat,

Dampak penelitian  Ini
penguatan babwa IKD periu
ditempatkan bagian dar  agenda
administrasi pembangunan, bukan hanya sebagai
gﬁgram digitalisasi administrasi kependudukan.

enelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan
pelavanan publik berbasis digital harus dilibat dari
keterpaduan ankara teknalogi, hirokrasi,
masyarakal, dan tata kelola data. Oeh karena i,
pemerintah perlu memperkuat  literasi  digital
masyarakal, menmgkatkan kapasitas aparatur,
memperiuas pemerataan infrastrokibur digital, serta
menjamin - keamanan data pribadi | agar
implementasi IKD dapat berjalan secara inklusif,
berke

terfetak pada
pemahaman
scbagai

jutan, dan dipercaya oleh masyarakat.
itian imi memiliki keterbatasan karena

menggunakan  pendekatan

sehingga analisis yang dilakukan masih didasarkan

finjawan  hberatur,
pada data sekunder dari jumal ilmiak dan dokumen
yang relevan. Penoditian ini belum menggunakan
data lapangan secara langsung, seperti wawancara
dengan aparatur Dukcapil, pengguna IKD, atau
masyarakal vang belum dapat mengakses layanan
digital. Selain  itu, peneliian ind juga belum
membandingkan implementasi [KD pada daerah
tertentu sehingga belum dapat menggambarkan
infrastruktur,
aparatur, digital

antarwilayvah secara lebih mendalam.

perbedaan  kesiapan kapasitas

dan Hiterasi masyarakat
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